
 

 

 
WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR  30 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa untuk mengakomodir pejabat struktural eselon III 

dan ajudan sebagai wajib lapor serta penambahan 
penyelenggara negara yang wajib menyampaikan laporan 
harta kekayaan penyelenggara negara;  

b.  bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 

Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, 
sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan sehingga perlu diubah;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali 
Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah;  

  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);  

4.  Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 18) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 30);  

  
  

WALI KOTA BONTANG 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH.  
 

  

Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 
2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 
Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota 
Bontang Tahun 2020 Nomor 30) diubah sebagai berikut:  

    

  1.  Ketentuan ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 2 

   (1)  Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib 
menyampaikan LHKPN.  

   (2)  Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

      a.  Wali Kota;  
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      b.  Wakil Wali Kota;  

      c.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;   

      d.  Pejabat Struktural Eselon II;   

      e.  pengguna anggaran;  

      f.  kuasa pengguna anggaran;  

      g.  pejabat pembuat komitmen;  

      h.  Pejabat Stuktural Eselon III;  

      i.  Pejabat Fungsional Auditor;   

      j.  Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Daerah;  

      k.  Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau nama 

lain yang dipersamakan;    

      l.  pejabat yang menerbitkan perizinan;  

      m.  pegawai yang ditetapkan sebagai bendahara; dan  

      n.  ajudan.  

   (3)  Penyelenggara Negara yang Wajib Lapor LHKPN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota.  

   (4)  Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, huruf b, dan huruf c yang tidak menyampaikan 

LHKPN, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.   

   (5)  Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d sampai dengan huruf n yang tidak menyampaikan 
LHKPN, dapat diberikan sanksi administratif berupa:   

      a.  peringatan tertulis;   

      b.  hukuman disiplin ringan;   

      c.  hukuman disiplin tingkat sedang; dan   

      d.  hukuman disiplin tingkat berat.   

   (6)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 
masing-masing peringatan tertulis selama 1 (satu) bulan.   

   (7)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan apabila peringatan 

tertulis tidak dilaksanakan dan setelah mendapatkan 
rekomendasi dari tim pemeriksa hukuman disiplin yang 
ditetapkan oleh Wali Kota.  

    

  2.  Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   

    

Pasal 3 

   (1)  Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat:   

      a.  pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat 
pertama kali menjabat;   

      b.  berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 
Penyelenggara Negara;  
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

 
Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 

NIP. 197404112000031001 

      c.  pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara 
setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau  

      d.  masih menjabat.  

   (2)  Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan dalam jangka 
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat 

pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ 
pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau 
pensiun sebagai Penyelenggara Negara.   

   (3)  Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) 

tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember 
tahun laporan.   

   (4)  Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret 
tahun berikutnya.   

  

Pasal II 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   

     

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Bontang. 

 

 

  
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
pada tanggal  11 Desember 2023 

 
WALI KOTA BONTANG,   

  
  

 
                 ttd.   

  
  

           BASRI RASE  

  
  

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 11 Desember 2023 
  

  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

                            ttd.       

   
  

        AJI ERLYNAWATI  
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 30  

   
  

   
  

 

 

 


